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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan 
pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. Karena konsumen e-commerce 
lintas negara menghadapi berbagai kendala hukum, dalam hal keabsahan 
kontrak, kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perbedaan 
yurisdiksi yang dalam kontrak transaksi e-commerce lintas negara dalam 
websitenya pelaku usaha menentukan bahwa penyelesaian sengketa 
ditentukan dan dipergunakan hukum dari pelaku usaha. Perlindungan 
konsumen transaksi e-commerce lintas negara dalam hukum nasional dan 
internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan 
komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Di Indonesia, belum 
memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan 
hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Pada 
praktiknya peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam 
transaksi e-commerce lintas negara terdapat keterbatasan, yaitu tidak 
seperti perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak konvensional. 
Karena transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi konvensional, 
transaksi e-commerce cenderung tidak mengarah kepada terbentuknya 
kelompok pendukung konsumen yang memiliki wewenang dan legitimasi 
untuk memberikan tekanan terhadap pihak pelaku usaha dan intervensi 
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negara untuk turun tangan dan menerapkan bermacam bentuk 
perlindungan hukum bagi konsumen.    
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan  bagi konsumen dalam 
kontrak baku e-commerce lintas negara di Indonesia dalam hal terjadinya 
sengketa dengan pelaku usaha terdiri dari perlindungan hukum secara 
preventif yaitu perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan hal perlindungan konsumen dalam kontrak 
baku e-commerce lintas negara di Indonesia dan perlindungan hukum 
secara represif yaitu melalui tindakan-tindakan yang dibagi dalam tiga 
fase, yaitu: fase perlindungan hukum sebelum transaksi, yaitu dengan 
membentuk lembaga perlindungan konsumen; pendidikan konsumen e-
commerce; kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi; Self- Regulation 
oleh pelaku usaha, fase perlindungan hukum saat transaksi, yaitu: keaslian 
Data Massage dalam kontrak dan tanda tangan digital; keabsahan 
(validity) kontrak e-commerce dan tanda tangan digital; kerahasiaan 
(confidentiality/privacy) Data Massage; keamanan (security) dalam 
bertransaksi; ketersediaan (availability); dan pembayaran dalam transaksi 
e-commerce, serta fase perlindungan hukum pasca transaksi, yaitu dengan 
penerapan Cooling off Period dan Strict Liability dalam sistem tanggung 
jawab produk dan atau penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce 
lintas negara dan atau memilih hukum (Hukum Perdata Internasional) dan 
forum konsumen dalam penyelesaian sengketa dan atau Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (APS) serta Online Dipute Resolution (ODR). 
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B. Saran 
Setelah diadakan penelitian kemudian pembahasan serta kesimpulan, 
maka saran yang dapat diajukan adalah : 
1. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam 
transaksi e-commerce serta secara khusus memberikan perlidungan 
terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, perlu dibuat peraturan 
hukum mengenai transaksi e-commerce termasuk di dalamnya ketentuan 
mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara elektronik sehingga 
ketentuan tentang transaksi e-commerce dapat tertampung.  Dengan 
pengaturan tersebut, hak-hak konsumen sebagai pengguna teknologi 
elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan 
transaksi e-commerce dapat lebih terjamin; 
2. Mendorong berlakunya Model Law UNCITRAL dalam kalangan legislatif 
agar sejumlah aturan diterima secara internasional mengenai bagaimana 
menghilangkan sejumlah kendala hukum tersebut, dan bagaimana 
menciptakan lingkungan hukum yang lebih pasti bagi bidang yang sudah 
dikenal sebagai “transaksi e-commerce”. Prinsip-prinsip yang dimuat 
dalam Model Law dimaksudkan supaya digunakan oleh tiap pengguna 
transaksi e-commerce dalam menyusun sejumlah solusi kontrak yang 
mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala hukum atas penggunaan 
transaksi e-commerce yang kian meningkat;   
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3. Konsumen agar bertindak lebih cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi 
secara elektronik (transaski e-commerce), guna menghindarkan diri dari 
kerugian. Posting iklan yang dilakukan oleh vendor di internet misalnya, 
harus dicermati dengan sungguh-sungguh oleh konsumen baik mengenai 
penawaran, promosi, serta  iklan suatu barang dan atau jasa. Demikian 
pula mengenai iklan harus diwaspadai, karena dimungkinkan adanya iklan 
yang mengelabui konsumen seperti misalnya memuat informasi yang 
keliru, salah, atau tidak tepat, karena tidak dapatnya konsumen melihat 
langsung produk barang atau jasa yang ditawarkan.    
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